
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian
mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23
tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri,
rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau
rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang
peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of
Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation /
Bhaktiarsa Bagus Syaifullah
Bhaktiarsa Bagus Syaifullah, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492843&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Penelitian ini ditulis untuk menjawab beberapa masalah, seperti kewenangan membuat UU dan Peraturan

Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi The Rancangan Peraturan Menteri,

Rancangan Peraturan Pemerintah Non-Menteri

Institusi, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-struktural oleh Legislasi Drafter berdasarkan prinsip

dasar regulasi. Tesis ini didasarkan pada normatif studi hukum dengan menerapkan sinkronisasi hukum

dengan penelitian metode kepustakaan. Tesis ini menyimpulkan bahwa ditetapkannya Undang-Undang dan

Hak Asasi Manusia Menteri Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada

Menteri Hukum dan Manusia Hak untuk Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan

Non-Pemerintah Instansi Pemerintah Kementerian, dan Rancangan Peraturan dari Non-struktural Lembaga

tidak didasarkan pada prinsip dasar regulasi, seperti prinsip formal dan prinsip-prinsip material. Oleh karena

itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi

Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Rancangan

Peraturan dari Lembaga Non-struktural oleh Perencana Legislasi harus dihapus.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This research was written to answer several problems, such as the authority to make laws and Regulation of

the Minister of Human Rights No. 23 of 2018 concerning The Harmonization Draft Ministerial Regulation,

Draft Non-Ministerial Government Regulation

Institutions, and Draft Regulations of Non-structural Institutions by Legislation Drafter is based on the basic

principles of regulation. This thesis is based on normative legal studies by applying law synchronization

with library research methods. This thesis concludes that the enactment of the Minister's Law and Human

Rights Regulation Number 23 of 2018 which gives authority to the Minister of Law and Human Affairs The

Right to Harmonize the Draft Ministerial Regulation, Draft Non-Governmental Regulation Ministry of

Government Agencies, and Draft Regulations from Non-structural

Institutions are not based on basic principles of regulation, such as formal principles and material principles.

Therefore, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2018 concerning

Harmonization of Ministerial Draft Regulation, Draft
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Non-Departmental Government Institution Regulations, and Draft Regulations from Non-structural

institutions by Legislation Planners must be removed.


